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Abstract. Government has an important role to play in meeting the diverse needs of 

communities through public services. One of the public services supported by the government 

is the e-KTP (electronic identity card) service. However, the implementation of e-KTP services 

in Ujungberung District, Bandung City has not been optimized yet. This study aims to test the 

responsiveness of e-KTP services in Ujungberung district. In this study, the literature review 

method with the response theory of Ansoff and McDonnel is used. The research results indicate 

that there are several problems in the implementation of e-KTP services in Ujungberung 

district, including lack of adequate infrastructure, lack of service responsiveness from agents 

and service providers. does not meet e-KTP production operation standards, as well as public 

complaints and grievances about the quality of e-KTP service in Ujungberung District. 

Responsiveness of public services is the key to community satisfaction. Responsiveness or 

responsiveness of public services is the key to community satisfaction. The government should 

strengthen the responsiveness of e-KTP services in Ujungberung District by improving 

facilities and infrastructure, improving the quality of service agents and improving operational 

standards. motion.  
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Abstrak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan 

masyarakat melalui pelayanan publik. Salah satu layanan publik yang di akomodasi oleh 

pemerintah adalah layanan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Namun, dalam 

implementasinya pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung belum 

maksimal. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji responsivitas pelayanan e-KTP di 

Kecamatan Ujungberung. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan 

dengan teori responsiveness oleh Ansoff dan McDonnel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kecamatan 

Ujungberung, antara lain kurangnya sarana prasarana yang memadai, responsivitas pelayanan 

dari petugas yang kurang, dan pelayananan yang tidak sesuai dengan standar operasional dalam 

pembuatan e-KTP, serta terdapat keluhan dan aduan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan 

e-KTP di Kecamatan Ujungberung. Responsivitas pelayanan publik menjadi kunci utama 

dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Responsivitas atau daya tanggap pelayanan 

publik menjadi kunci kepuasan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat daya tanggap dalam 

pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana, 

meningkatkan kualitas petugas pelayanan serta memperbaiki standar operasional. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Responsivitas, Kecamatan Ujungberung. 
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LATAR BELAKANG 

Penyediaan layanan publik oleh pemerintah tentu memiliki peranan yang sangat 

penting dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan dari setiap warga negaranya.  

Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintahan yaitu pengaturan (regulation), pelayanan (public 

service), pembangunan (development), dan pemberdayaan (empowering). Pemerintah 

dianggap berhasil melaksanakan kegiatan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip inovasi, 

komitmen, efektif dan efisien apabila telah mampu untuk membangun rasa kepuasan dari 

masyarakat terkait kinerja yang dilakukan terlebih dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang tercantum dalam Pasal 1 

Ayat 1, dijelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dapat dipahami bahwa pelayanan publik 

merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk 

melayani masyarakat umum dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. 

Aparatur pemerintah selaku pemberi fasilitas pelayanan haruslah mampu untuk 

melakukan peningkatan terhadap pelayanan secara berkala. Terdapat berbagai macam 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, 

administratif, dan lain-lain. Dalam kegiatan administrasi dan penyelenggaraan pemerintah, 

tentu diperlukan adanya pelayanan publik yang responsif. Contoh nyata dalam penerapan 

responsivitas pelayanan publik salah satunya adalah proses pembuatan e-KTP (Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik) yang dilakukan di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Hadirnya 

sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi (e-KTP) merupakan salah satu 

langkah untuk dapat mewujudkan e-Government di Indonesia.  

Dalam fokus penelitian ini, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William Dunn, 

responsivitas merupakan satu dari beberapa indikator pelayanan publik yang mengacu pada 

kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat secara cepat dan efektif. Dalam hal pembuatan e-KTP di Kecamatan Ujungberung, 

pelayanan publik yang responsif menjadi kunci utama dalam memberikan kepuasan terhadap 

masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung diyakini telah 

terlaksana dengan baik, namun dalam proses pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa 

seringkali masih ditemukan berbagai permasalahan. Menurut Wahyuni (2008), masalah yang 

biasa ditemui yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang masih belum efektif dan efisien 

serta belum optimalnya sumber daya manusia yang tersedia. 
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Permasalahan yang dapat ditemukan di Kecamatan Ujungberung terkait pelayanan 

publik mengenai proses pembuatan e-KTP  antara lain yaitu sarana dan prasarana yang masih 

kurang memadai, kurang tanggapnya para pegawai, serta masih ditemukan adanya 

ketidaksesuaian standar operasional dalam proses pembuatan e-KTP1. Tidak jarang masyarakat 

juga memberikan keluhan dan mengajukan pengaduan yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan maksud untuk menuntut adanya peningkatan terhadap kualitas 

pelayanan publik. Namun, dalam realitasnya para penyelenggara pelayanan tidak melakukan 

perubahan secara cepat dan berarti. 

Dengan ditemukannya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan e-

KTP di Kecamatan Ujungberung, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Responsiveness Pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” 

 

KAJIAN TEORITIS 

Pelayanan Publik  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata “pelayanan publik” itu berasal dari dua kata 

menurut bahasa Indoneia, yaitu publik dan pelayanan. Gronross (1990:27) mengungkapkan 

bahwa pelayanan merupakan rangkaian atau suatu kegiatan yang terjadi karena adanya 

hubungan atau interaksi antara konsumen dan karyawan atau berbagai hal yang diberikan atau 

disediakan oleh perusahaan yang memberikan layanan yang dimaksud untuk menyelesaikan 

masalah konsumen. Tampubolon (2001:139-141) mengungkapkan bahwa pelayanan adalah 

orang lain yang menerima sesuatu yang baik dari seseorang. Seseorang yang memberikan 

pelayanan ini disebut pelayan. Berdasarkan hal tersebut, pelayan yang baik adalah pelayan 

yang melayani, bukan pelayan yang dilayani. Sedangkan publik diartikan sebagai rakyat atau 

masyarakat (Indradi, 2017). 

Pada awalnya, secara sederhana pelayanan publik dianggap sebagai bentuk 

layananyang didapatkan masyarakat dari pemerintah, jadi, pemerintahlah subjek yang 

memberikan layanan. Pelayanan publik juga disebut seluruh barang dan jasa yang diberikan 

oleh pemerintah. Dibandingkan dengan sektor publik, pelayanan publik lebih sulit untuk 

dipahami (Along, 2020). Menurut Sinambela (dalam Along, 2020), pelayanan publik adalah 

aktivitas menguntungkan yang menawarkan kepuasan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

terhadap manusia, tidak terikat pada produk secara fisik untuk hasilnya. 

                                                           
1 D Artadila, “Proses Pelayanan dalam Pembuatan e-KTP di Kecamatan UjungBerung Kota Bandung”. 2020, 

Hal. 55-58 
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Pelayanan publik tentunya harus berkualitas dengan baik. Untuk melihat kualitas 

pelayanan publik dapat ditinjau dari dimensi-dimensi berikut, yaitu bukti fisik (tangibles), 

realibilitas (realibility), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(emphaty) (Zeithaml, Parassuraman & Berry dalam (Along, 2020)).  

Di dalam penelitian ini, akan terfokus kepada dimensi yang terdapat pada daya tanggap 

atau responsiveness(responsivitas).  

Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)  dalam Pelayanan Publik 

Daya tanggap atau (Responsiveness) adalah kemauan dari para pegawai atau karyawan 

untuk dan memberi layanan dan membantu para konsumen dengan ketanggapan (Tjiptono, 

2006: 70 dalam (Hasnih et al., 2016)). Daya tanggap juga dapat diartikan sebagai kesigapan 

atau respon karyawan atau staf yang meliputi kecepatan dan kesigapan melayani pelanggan 

dalam membantu untuk memberi pelayanan (Hasnih et al., 2016). 

Rambat Lupiyoasi (2001: 146) dalam (Hasnih et al., 2016) mengungkapkan bahwa 

daya tanggap (responsiveness) ialah kemauan dari staf atau karyawan untuk memberikan 

layanan serta membantu pelanggan dengan tepat dan cepat (responsive) dan dengan 

penyampaian informasi yang jelas.  

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, disebutkan bahwa pelayanan publik harus 

berkualitas dengan baik. Publik atau masyarakat tentunya memerlukan pelayanan yang baik 

untuk membantu segala urusan dan pekerjaannya. Salah satu dimensi yang mengukur kualitas 

pelayanan publik adalah daya tanggap (responsiveness) dari staf pemerintah yang melayani 

masyarakat.  

Daya tanggap dari staf pemerintah merupakan salah satu dimensi yang krusial di dalam 

pelayanan publik. Untuk itu, perlu diukurnya hal tersebut. 

Dalam memberikan berbagai bentuk pelayanan, harus diutamakannya aspek pelayanan 

yang mempengaruhi perilaku dari orang yang menerima pelayanan oleh setiap pegawai, 

sehingga sangat dibutuhkan adanya kemampuan atau ability berupa daya tanggap dari staf atau 

pegawai pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat disesuaikan berdasarkan tingkat 

pengertian setiap orang, penyerapan, dan ketidaksesuaian dari berbagai hal bentuk pelayanan 

yang tidak diketahuinya.  

Pokok dari bentuk pelayanan yang diterapkan di dalam suatu instansi atau kegiatan 

pelayanan kerja yakni memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat ketanggapan atas 

permasalahan pelayanan yang diberikan pada prinsipnya. Bentuk pelayanan yang baru saja 

diterima oleh seseorang memungkinkan ia menjadi kurang tanggap karena baru pertama kali 

diterima olehnya. Sehingga orang tersebut perlu banyak dan berbagai informasi tentang 
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prosedur dan persyaratan pelayanan yang mudah, cepat, serta lancar, sehingga pihak pegawai 

atau pemberi pelayanan seharusnya menuntun orang yang dilayani dengan berbagai penjelasan 

yang jelas serta tidak menimbulkan pertanyaaan-pertanyaan atau berbagai hal yang 

menimbulkan keluhan dari orang yang dilayani. Pegawai yang melayani tersebut memiliki 

kemampuan daya tanggap terhadap pelayanan yang diberikan apabila melakukan hal tersebut 

dengan baik sehingga sesuai dengan tingkat kelancaran, kemudahan, dan kecepatan terjadilah 

pelayanan yang optimal yang ditangani oleh pegawai tersebut. 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek dari responsiveness yang 

dikemukakan oleh Ansoff dan McDonnel (dalam Nugraha, 2014), yaitu, climate (will to 

respond), competence (ability to respond), dan capacity (volume of respond),uraian ketiganya 

adalah sebagai berikut. 

1. Climate. Aspek ini adalah aspek yang berkenaan dengan will to respond. Aspek 

ini mengarah kepada pengaruh dan suasana lingkungan bagi pemerintah untuk 

merespon permasalahan dengan cara tertentu serta bagaimana cara untuk 

memberikan respon terhadap hal tersebut.  

2. Competence. Aspek ini berkenaan dengan ability to respond. Aspek ini mengarah 

kepada kemampuan organisasi untuk merespon dalam pelayanan publik. 

3. Capacity. Aspek ini berkenaan dengan kapasitas. Aspek ini mengarah kepada apa 

yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dan organisasi 

pemerintah. 

(Ansoff dan McDonnel (dalam (Nugraha et al., 2017)) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review). Menurut J. 

Supranto dalam Ruslan (2008), penelitian kepustakaan ini adalah proses pencarian data atau 

informasi penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, karya referensi dan publikasi yang tersedia 

di perpustakaan (Ruslan, 2008: 31). Penelitian kepustakaan sering digunakan untuk mengkaji 

sumber bacaan yang dapat memberikan informasi bagi peneliti untuk memecahkan masalah 

penelitian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Responsiveness Pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dari Aspek Climate 
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Aspek climate merupakan salah satu aspek dari responsiveness mengenai kemauan 

perangkat organisasi dalam merespons suatu hal berkenaan dengan pelayanan publik. Aspek 

ini mengarah kepada pengaruh dan suasana lingkungan memungkinkan pemerintah untuk 

bereaksi terhadap masalah dengan cara dan cara tertentu untuk bereaksi.  

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Artadila (2020) mengenai pelayanan 

publik pembuatan e-KTP di Kecamatan Ujungberung ditinjau dari aspek climate, bahwa 

kedisiplinan petugas pelayanan pembuatan e-KTP dalam melaksanakan pelayanan publik 

pembuatan e-KTP cukup disiplin perihal waktu. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilaksanakan oleh Artadila bersama Camat Ujungberung, bahwa masih ada sebagian kecil 

petugas yang masih terlambat hadir di kantor. Namun, hal tersebut masih dalam waktu yang 

cukup wajar. Faktor lingkungan yang mempengaruhi aspek ini, dimana jaraknya cukup jauh 

dari kantor yang menyebabkan beberapa petugas mengalami keterlambatan. Selain itu, sarana 

prasarana yang kurang memadai dalam pelayanan pembuatan e-KTP mempengaruhi kinerja 

petugas dalam melayani masyarakat. Lingkungan yang kurang support dan alokasi sumber 

daya untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Kecamatan yang minim menyebabkan 

kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, daya tanggap 

petugas pelayanan publik pembuatan e-KTP terhadap masyarakat dinilai belum tanggap, 

karena masyarakat harus menunggu lama dalam mendapatkan pelayanan. Faktor yang 

mempengaruhi aspek ini adalah jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan cukup 

banyak, sedangkan petugas yang sedikit perlu waktu secara bergantian untuk melayani 

masyarakat. Terakhir, proses penyelesaian pembuatan e-KTP yang memerlukan waktu lama 

dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.  

Secara keseluruhan, berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa aspek climate, 

yaitu suasana lingkungan dalam pelayanan publik pembuatan e-KTP pada Kecamatan 

Ujungberung masih belum bisa mendukung pelayanan secara maksimal, yang disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti jarak tempuh petugas pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana yang 

memadai, serta ketidakpastian waktu penyelesaian pembuatan e-KTP di Kecamatan 

Ujungberung mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik. 

 

Responsiveness Pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dari Aspek Competence 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, aspek competence ini berkenaan dengan 

ability to respond. Jadi, di dalam bahasa Indonesia, aspek ini merujuk kepada kemampuan 

organisasi untuk memberikan respon dalam melayani. Berdasarkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Artadila (2020), disebutkan bahwa dalam hal memberikan pelayanan e-KTP di 
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Kecamatan Ujungberung, para pegawai belum cukup tanggap kepada masyarakat yang datang 

untuk mengurusi e-KTPnya. Pegawai tidak segera merespon masyarakat yang ingin membuat 

e-KTP sehingga menyebabkan masyarakat menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan 

pembuatan e-KTP. Bahkan ada masyarakat yang pertanyaannya tidak dijawab oleh petugas. 

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi pegawai, mereka harus bergantian dalam memberikan 

pelayanan karena terlalu banyaknya jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan e-KTP.  

Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek competence, Kecamatan Ujungberung belum 

memenuhinya karena mereka belum bisa merespon masyarakat dalam pelayanan e-KTP karena 

pegawai yang harus bergantian untuk melayani masyarakat yang terlalu banyak jumlahnya. 

 

Responsiveness Pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dari Aspek Capacity 

Selain dapat ditinjau dalam aspek climate dan competence, responsiveness pelayanan 

e-KTP di Kecamatan Ujungberung dapat pula ditinjau berdasarkan aspek capacity. Dalam hal 

ini, aspek capacity mencakup adanya kemampuan Kecamatan Ujungberung dalam menangani 

permintaan pelayanan e-KTP secara cepat dan efisien. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kapasitas responsiveness pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung seperti 

kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah, kualifikasi, maupun 

keterampilan pegawainya. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang digunakan 

dalam pelayanan e-KTP, proses pelayanan yang efisien, kapasitas daya tampung Kecamatan 

Ujungberung dalam menangani jumlah permintaan pelayanan e-KTP, serta manajemen 

pengaduan dalam mengelola berbagai aduan dari masyarakat merupakan faktor-faktor penting 

untuk meningkatkan responsiveness pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dalam 

aspek capacity.  

Dalam pelaksanaannya, kecepatan pelayanan dirasa sudah cukup baik. Menurut 

Artadila (2020), pegawai di Kecamatan Ujungberung sudah cepat dan cermat dalam 

memberikan pelayanan e-KTP. Namun pada segi infrastruktur teknologi informasi dalam 

proses pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung masih kurang baik. Beberapa peralatan 

serta perlengkapan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Ujungberung seperti sidik jari dan 

layar, kamera, scan retina mata, maupun peralatan fisik lainnya hanya terdapat satu perangkat 

saja. Minimnya peralatan tentu menyebabkan terhambatnya proses pelayanan pembuatan e-

KTP oleh petugas. Selain itu, SOP yang kurang sesuai menyebabkan timbulnya kebingungan 

bagi masyarakat mengenai waktu proses penyelesaian pembuatan e-KTP di Kecamatan 

Ujungberung. Dalam SOP tertulis bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan e-KTP 

adalah dua minggu. Namun, setelah dikonfirmasi kepada pegawai ternyata kepastian terkait 
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waktu penyelesaian e-KTP tidak dapat ditentukan. Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat 

bahwa responsiveness pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dalam aspek capacity 

dapat dikatakan masih belum tercapai dengan sempurna.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis terhadap responsivitas pelayanan e-KTP di Kecamatan 

Ujungberung Kota Bandung yang ditinjau berdasarkan ketiga aspek responsiveness yang 

dikemukakan oleh Ansoff dan McDonnel (Nugraha, 2014), dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) 

Aspek Climate: Suasana lingkungan dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung 

masih belum mendukung pelayanan yang maksimal. Hal ini dipengaruhi karena beberapa 

faktor seperti jarak tempuh petugas yang cukup jauh menyebabkan beberapa pegawai 

mengalami keterlambatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta waktu 

penyelesaian pembuatan e-KTP yang tidak pasti mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik. 

2) Aspek Competence: Pegawai di Kecamatan Ujungberung belum memiliki daya tanggap 

yang baik dalam merespon masyarakat yang datang dengan tujuan untuk melakukan 

pembuatan e-KTP. Jumlah pegawai yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya jumlah 

masyarakat yang memerlukan pelayanan menjadi faktor penyebab ketidakmampuan pegawai 

untuk merespon dengan cepat. 3) Aspek Capacity: Infrastruktur teknologi informasi yang 

digunakan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Ujungberung dirasa masih kurang memadai. 

Terdapat keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang menyebabkan hambatan dalam proses 

pelayanan. Selain itu, ketidaksesuaian SOP mengenai waktu proses penyelesaian pembuatan 

e-KTP di Kecamatan Ujungberung menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Secara 

keseluruhan, pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung belum mencapai 

tingkat responsivitas yang optimal. Tentu diperlukan berbagai pembenahan baik dari segi 

kinerja pegawai, penambahan sarana dan prasarana, serta prosedur yang jelas dan sesuai 

sehingga responsivitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Ujungberung yang optimal dapat 

tercapai.  
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